BAB I11

PENYAJIAN DATA

A. Deskripsi Lokasi dan Subyek Penelitian
1. Desa Pangkah Kulon: Sebuah Desa Pesisir
Desa Pangkah Kulon merupakan salah satu desa yang ada di
Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik, dengan luas tanah
1.976.91 Ha. Desa ini dibagi menjadi 4 (empat) Dusun yaitu: Dusun
Krajan I, Dusun Krajan 1lI, Dusun Kalingapuri dan Dusun Druju,
dari keempat dusun tersebut dibagi menjadi 11 RW dan 42 RT.!
Sedangkan secara geografis batas-batas wilayah desa Pangkah Kulon
meliputi:
a. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Banyuurip
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kebonagung
c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pangkah Wetan
d. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa
Dilihat dari kondisi geografis, desa Pangkah Kulon memiliki
ketinggian tanah dari permukaan air laut sekitar 2 Mdl, dengan suhu rata-
rata harian 32° C, sedangkan curah hujan 1000 Mm, serta jumlah bulan
hujan 6 bulan dengan bentang wilayah datar dan tepi pantai (pesisir).
Masyarakat atau penduduk desa Pangkah Kulon mayoritas adalah
berasal dari Warga Negara Indonesia dengan jumlah penduduk
seluruhnya pada tahun 2016 sebanyak 8071 jiwa yang terdiri atas 4061

jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 4010 jiwa berjenis kelamin

! Profil Desa Pangkah Kulon Kecamatan Ujungpangkah Gresik
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perempuan. Terdapat 2077 Kepala Keluarga dengan kepadatan penduduk

424 per Km.
Tabel 3.1
Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin
No. Jenis Kelamin Jumlah Jiwa
1. Laki-laki 4061
2. Perempuan 4010
Jumlah 8071

Sumber data: Profil Desa Pangkah Kulon

Tingkat pendidikan masyarakat di Desa Pangkah Kulon sangat
beragam, mulai dari jenjang terendah hingga perguruan tinggi. Dari
jumlah tersebut mayoritas penduduk yang usianya 35 tahun keatas
kebanyakan berpendidikan SMP dan sedikit SMA, sedangkan penduduk
yang berusia 35 tahun kebawah saat ini sudah ada beberapa yang lulusan
S1 dan beberapa sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi.
Namun demikian menurut data dari desa ternyata angka putus sekolah
pada anak usia sekolah (wajib belajar) masih cukup tinggi.

Keadaan sosial masyarakat desa Pangkah Kulon dapat diamati
secara umum melalui beberapa bidang. Diantaranya bidang
pembangunan yang meliputi sarana dan prasarana peribadatan, bidang
kemasyarakatan terdiri dari kelembagaan kelurahan, pembinaan
kelurahan serta pelayanan masyarakat dan juga mempunyai organisasi
yang bergerak di bidang sosial seperti Karang Taruna, LKMD, PKK,
Kelompok Nelayan, BUMD, PPNI dan lain sebagainya.

Dalam bidang ekonomi, mata pencaharian penduduk desa Pangkah

Kulon sangat bervariatif. Akan tetapi penduduk di desa pangkah Kulon
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mayoritas berprofesi sebagai nelayan. Karena desa Pangkah Kulon

merupakan daerah pantai atau pesisir. Di samping itu ada juga yang

bekerja sebagai petani, buruh tani, PNS (Pegawai Negeri Sipil),

pedagang, pengrajin industri rumah tangga, dokter, perawat, POLRI,

TNI, pembantu rumah tangga, arsitektur, ojek, pensiunan, dosen swasta

dan profesi lainnya.?

Profil Lembaga Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

(PNPM) Mandiri Perdesaan Ujungpangkah Gresik

a.

Selayang Pandang Program  Nasional Pemberdayaan
Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Ujungpangkah Gresik

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
Mandiri Perdesaan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik
merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan
masyarakat yang digunakan dalam upaya mempercepat
penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di
wilayah perdesaan yang ada di Kecamatan Ujungpangkah Gresik.
Program ini dilakukan untuk lebih mendorong upaya peningkatan
kualitas hidup, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat di
kecamatan Ujungpangkah Gresik.>

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
Mandiri Perdesaan di kecamatan Ujungpangkah ada sejak tahun
2009 dan berlanjut hingga tahun ini. Melalui Program Nasional

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, masyarakat

% Ibid

® Dokumen Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Ujungpangkah Gresik
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dilibatkan secara aktif dalam setiap kegiatan pembangunan di
desanya. Mulai dari tahap perencanaan, pengambilan keputusan
dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling
prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan
pelestariannya.

Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) di Kecamatan Ujungpangkah
bernama Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) Kecamatan Ujungpangkah
yang beralamat di desa Kebonagong kecamatan Ujungpangkah
Gresik. Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) ini berdiri pada tahun 2009.

Adapun pengelola atau pengurus Unit Pelaksana Kegiatan

(UPK) di Kecamatan Ujungpangkah Gresik adalah:*

1) Ketua : Hanifan, S.Pd.I

2) Sekretaris : Dhoriful Ulum, S.Pd
3) Bendahara : Akromah, S.Pd

4) Staff : Nasruddin

Pengurus Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) ini berasal dari
anggota masyarakat yang diajukan oleh desa berdasarkan hasil
musyawarah desa dan selanjutnya dipilih dalam Musyawarah Antar
Desa (MAD). Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) mendapatkan
penugasan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) untuk
menjalankan tugas pengelolaan dana program dan tugas pengelolaan

dana perguliran.®

* Ibid
® Hasil wawancara dengan Bapak Dhoriful Ulum pada 01 Maret 2016 pukul 09.30 WIB,
di kantor UPK Ujungpangkah
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Jenis-jenis kegiatan yang dibiayai melalui Bantuan Langsung
Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdaaan Masyarakat
(PNPM) Mandiri Perdesaan berupa: kegiatan pembangunan atau
perbaikan sarana prasarana dasar yang dapat memberikan manfaat
jangka pendek maupun jangka panjang secara ekonomi bagi
masyarakat miskin atau rumah tangga miskin, kegiatan peningkatan
bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan, termasuk kegiatan
pelatihan pengembangan keterampilan masyarakat (pendidikan
nonformal), kegiatan peningkatan kapasitas/keterampilan kelompok
usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan
dengan produksi berbasis sumber daya lokal (tidak termasuk
penambahan modal) dan penambahan permodalan simpan pinjam
untuk kelompok perempuan (SPP).

Bentuk komponen program yang dilakukan oleh Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan
dapat dikelompokkan atas: komponen fisik, komponen kegiatan
ekonomi skala kecil, dan komponen pelatihan.

Komponen fisik ini meliputi pemeliharaan, perbaikan, maupun
pembangunan sarana dan prasarana dasar lingkungan yang
dibutuhkan oleh masyarakat desa setempat. Beberapa jenis
komponen fisik sarana dan prasarana yang biasanya ditangani dalam
proyek, seperti jalan dan lingkungan, ruang terbuka hijau atau taman,
sarana dan prasarana bagi peningkatan kegiatan ekonomi

masyarakat, dan komponen-komponen lain yang disepakati bersama,
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kecuali pembangunan dan perbaikan rumah ibadah. Komponen fisik
dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
Mandiri Perdesaan dilakukan berdasarkan proposal desa yang
diterima dan disetujui oleh Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan serta Musyawarah Antar
Desa (MAD). Sehingga komponen tersebut dapat terlaksana.

Yang kedua adalah komponen kegiatan ekonomi skala kecil,
yang dimaksud kegiatan ekonomi disini adalah kegiatan industri
rumah tangga atau kegiatan usaha lainnya yang dilakukan
perseorangan atau keluarga miskin yang menghimpun diri dalam
suatu KSM (Kelompok Keluarga Miskin). Tidak ada batasan dalam
jenis usaha dalam memperoleh kredit tambahan modal usaha, kecuali
pembebasan lahan, pendepositoan di lembaga keuangan,
produksi/penjualan obat-obatan terlarang, senjata, dan barang-barang
yang berbahaya bagi lingkungan, serta pembiayaan administrasi
pemerintahan.

Kelompok Keluarga Miskin (KSM) yang berdomisili di desa
sasaran dan memenuhi kriteria sebagai KSM, penerima bantuan
kredit wajib mengembalikan pinjaman modal usaha ini beserta
bunganya (minimal 1%2 % per bulan). Pengembalian pinjaman harus
dilakukan dalam waktu 11 bulan setelah dana diterima. Dana yang
dikembalikan merupakan dana begulir yang menjadi hak Kelompok

Keluarga Miskin (KSM) lainnya di desa yang sama.®

® Hasil wawancara dengan Bapak Hanif pada 18 Mei 2016, pukul 10.00 WIB di balai
desa Pangkah Kulon
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Kegiatan pelatihan dapat diadakan sesuai dengan kebutuhan
dan kesepakatan warga di kelurahan sasaran. Pelatihan untuk
meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial ini dimaksudkan
untuk mendukung upaya penciptaan lapangan kerja dan peningkatan
pendapatan masyarakat. Termasuk disini adalah magang (kredit
mikro dapat diminta untuk membayar sebagian upah), dan pelatihan

untuk meningkatkan keterampilan mengelola lembaga.

. Visi dan Misi

Visi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
Mandiri Perdesaan:

Tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin
perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar
masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk
memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu
mengakses sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola
sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan.

Misi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
Mandiri Perdesaan:

1) Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya

2) Pelembagaan sistem pembangunan partisipatif

3) Pengefektifan fungsi dan peran pemerintahan lokal

4) Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial

dasar dan ekonomi masyarakat



73

5) Pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan’
Sedangkan visi dan misi UPK Ujungpangkah adalah:

Visi: Menumbuh kembangkan usaha produktif menuju masyarakat

mandiri.

Misi:

1) Meningkatkan kapasitas perempuan dalam pembangunan.
2) Menciptakan dan mengembangkan usaha perempuan.
3) Memfasilitasi peran serta masyarakat dalam pembangunan
desa.’
c. Tujuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

Mandiri Perdesaan

Tujuan umum:

Meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat

miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam

pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.

Tujuan Khusus:

1) Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya
masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan, dalam
pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan
dan pelestarian pembangunan

2) Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan

mendayagunakan sumber daya lokal

" Dokumen Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Ujungpangkah Gresik
8 .
Ibid
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Mengembangkan  kapasitas pemerintahan desa dalam
memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif
Menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yang
diprioritaskan oleh masyarakat

Melembagakan pengelolaan dana bergulir

Mendorong terbentuk dan berkembangnya Badan Kerjasama
Antar Desa (BKAD)

Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan

dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaaan.’

Logo

PROGRAM
NASIONAL n
PEMBERDAYAAN MANDIRI

MASYARAKAT
MANDIRI

Gb. 3.1 Logo PNPM Mandiri Perdesaan

Logo Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

Mandiri Perdesaan menggambarkan simbol bunga yang sedang

mekar yang merepresentasikan tingkat kemajuan masyarakat. Bunga

ini terdiri dari tiga buah kelopak yang diartikan sebagai tiga tahapan

proses pemberdayaan, yaitu tahap pembelajaran, kemandirian, dan

keberlanjutan.

° Ibid



75

Penggunaan warna pada logo Program  Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan mengandung
arti sebagai berikut:

1) Biru laut (Cyan:68, Magenta:15) melambangkan pelayanan
publik

2) Hijau daun (Cyan:45,Yellow:75) melambangkan kesejahteraan

3) Oranye keemasan (Cyan:5, Magenta:56, Yellow:83)
melambangkan kemuliaan

Secara keseluruhan warna-warna pada logo mengandung arti
bahwa dengan pelayanan publik yang baik akan tercipta
kesejahteraan yang pada akhirnya menuju pada kemuliaan (melalui
peningkatan harkat, martabat, dan derajat manusia).*

Tulisan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
(PNPM) Mandiri juga mengandung arti bahwa program ini
dirancang secara nasional sebagai upaya pemberdayaan masyarakat
menuju kemandirian.

e. Susunan Organisasi

DAFTAR PELAKU PNPM MANDIRI PERDESAAN
KECAMATAN UJUNGPANGKAH TA. 2016

PENGURUS BKAD (BADAN KERJASAMA ANTAR DESA)

NO NAMA DESA JABATAN
1 | Abdullah Hanif, SH Pangkah Kulon Ketua
2 | Moh. Muhajir, S.Pd Sekapuk Sekretaris
3 | Fagihatin, S.Pd.I Cangaan Bendahara

% Tim Pengendali PNPM Mandiri, Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat (PNPM) Mandiri, 2007, him. 70
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PENGURUS BP-UPK (BADAN PENGAWAS UNIT PENGELOLA

KEGITAN)
NO NAMA DESA JABATAN
1 | Bonaim, S.Pd Gosari Ketua
2 | Ahmad Jazim, SH Cangaan Anggota
3 | Nunuk Choiri, SE Ketapanglor Anggota
PENGURUS UPK (UNIT PENGELOLA KEGIATAN)
NO NAMA DESA JABATAN
1 | Hanifan, S.Pd.l Kebonagung Ketua
2 | Akromah, S.Pd Gosari Bendahara
3 | Dhoriful Ulum, S.Pd Glatik Sekretaris
4 | Nasruddin Ketapanglor Staff
PENGURUS TV (TIM VERIFIKASI) SPP PERGULIRAN
NO NAMA DESA JABATAN
1 | H. Supandi Banyuurip Ketua
2 | Anang Ma'ruf Tanjangawan Anggota
3 | Masnu'ah Gosari Anggota
PENGURUS TIM PEMDANAAN SPP PERGULIRAN
NO NAMA DESA JABATAN
1 | Muhammad Khoirun, S.Pd.l | Cangaan Ketua
2 | Miftahuddin Bolo Anggota
3 | Nur Mahbubah Ketapanglor Anggota

Tabel 3.2 Daftar Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan Ujungpangkah™

3. Profil Informan

Dalam penelitian ini, yang menjadi subyek penelitian adalah ketua

Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), ketua Unit Pelaksana Kegiatan

1 Dokumen Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Ujungpangkah Gresik
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(UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri
Perdesaan Ujungpangkah, dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
(KPMD) Pangkah Kulon sebagai fasilitator pembangunan, serta
masyarakat desa Pangkah Kulon sebagai pelaku pembangunan sekaligus
penerima manfaat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
Mandiri Perdesaan. Adapun profil informan atau pihak-pihak yang

menjadi informan dalam penelitian, diantaranya:

a. Nama : Abdullah Hanif, SH
Tempat & Tanggal lahir : Gresik, 23 Mei 1974
Umur : 42 Tahun
Pendidikan :S1
Jabatan : Ketua BKAD Ujungpangkah Gresik

Informan mulai menjabat sebagai ketua Badan Kerjasama
Antar Desa (BKAD) sejak tahun 2015. Sebelum menjabat sebagai
ketua BKAD, informan menjabat sebagai sekretaris BKAD yakni
sejak tahun 2009-2014. Namun karena kredibilitas yang dimiliki
oleh informan, sehingga informan ditunjuk sebagai ketua BKAD
melalui aklamasi.

Alasan peneliti melakukan wawancara dengan informan
adalah karena informan menjabat sebagai Ketua Badan Kerjasama
Antar Desa (BKAD) Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik.
Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) merupakan lembaga tertinggi
dalam PNPM Mandiri Perdesaan, yang memiliki peran penting

dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan, yakni berperan
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melakukan evaluasi berkala terhadap perkembangan pelaksanaan
program/kegiatan, perkembangan penanganan masalah, serta
pengawasan antar desa. Merupakan salah satu informan kunci,
karena dari informan peneliti mengetahui seluk beluk Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di
kecamatan Ujungpangkah kabupaten Gresik, khususnya di desa
Pangkah Kulon, juga proses pengkomunikasian Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan kepada

masyarakat, sehingga masyarakat berpartisipasi dalam program

tersebut.

Nama : Hanifan, S.Pd.1

Tempat & Tanggal lahir : Gresik, 17 Juli 1977

Umur : 39 Tahun

Pendidikan :S1

Jabatan : Ketua UPK Ujungpangkah Gresik

Informan menjabat sebagai ketua Unit Pengelola Kegiatan
(UPK) Ujungpangkah Gresik sejak bulan November 2015. Sebelum
menjabat sebagai UPK, informan menjabat sebagai Pendamping
Lokal (PL) UPK.

Alasan peneliti melakukan wawancara dengan informan
adalah karena informan menjabat sebagai Ketua Unit Pengelola
Kegiatan (UPK) di Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik
yang memiliki peran penting dalam pengelolaan dan operasional

pelaksanaan kegiatan antar desa, serta melakukan pendampingan
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kepada penerima manfaat PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan

Ujungpangkah.

Nama : Dhoriful Ulum, S.Pd

Tempat & Tanggal lahir : Gresik, 01 Agustus 1988
Umur : 28 Tahun

Pendidikan 81

Jabatan : Sekretaris UPK Ujungpangkah

Informan menjabat sebagai sekretaris Unit Pengelola
Kegiatan (UPK) Ujungpangkah Gresik sejak tahun 2012. Alasan
peneliti melakukan wawancara dengan informan adalah karena
informan memiliki peran penting dalam pengelolaan dan operasional
pelaksanaan kegiatan antar desa, serta melakukan pendampingan

kepada penerima manfaat PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan

Ujungpangkah.

Nama : Masbacha

Umur : 43 Tahun

Jabatan : KPMD, Pengurus Kelompok SPP

Pangkah Kulon, dan penerima

manfaat PNPM Mandiri Perdesaan
Informan menjabat sebagai Kader Pemberdayaan Masyarakat
Desa (KPMD) sejak tahun 2009-2014. Informan ditunjuk sebagai
KPMD melalui musyawarah desa. Selain itu informan juga
merupakan penerima manfaat kegiatan ekonomi Simpan Pinjam

Perempuan (SPP) dalam hal ini menjabat sebagai pengurus



80

kelompok SPP Pangkah Kulon, yakni sebagai bendahara kelompok
melati sejak tahun 2013 hingga saat ini.

Alasan peneliti melakukan wawancara dengan informan
adalah karena informan menjabat sebagai Kader Pemberdayaan
Masyarakat Desa (KPMD), sekaligus penerima manfaat PNPM
Mandiri Perdesaan. KPMD merupakan warga desa terpilih yang
memfasilitasi atau memandu masyarakat dalam mengikuti atau
melaksanakan tahapan perencanaan pembangunan secara partisipatif.
selain itu, KPMD juga sebagai perantara antara UPK dengan PNPM
pusat (kecamatan). Merupakan salah satu informan kunci, karena
dari informan peneliti mengetahui proses pelaksanaan Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di

desa Pangkah Kulon.

Nama : Ahmad Ahzab
Umur : 57 Tahun
Posisi : Ketua RT di desa Pangkah Kulon sekaligus

penerima manfaat kegiatan sarana dan prasarana
Alasan peneliti melakukan wawancara dengan informan adalah
karena informan merupakan salah satu ketua RT yang ada di wilayah
desa Pangkah Kulon, yang di wilayahnya mendapat bantuan
pembangunan perbaikan jalan utama (paving) serta pembuatan
saluran drainase.
Nama : Nur Ahlah

Umur : 52 Tahun
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Posisi : Penerima manfaat kegiatan sarana dan prasarana
Alasan peneliti melakukan wawancara dengan informan

adalah karena informan merupakan penerima manfaat kegiatan

sarana dan prasarana, yakni pembangunan perbaikan jalan utama

(paving) serta pembuatan saluran drainase.

g. Nama : Eliya Rosyidah
Umur : 39 Tahun
Posisi : Penerima manfaat kegiatan ekonomi Simpan

Pinjam Perempuan (SPP)

Jenis usaha : Depot air minum isi ulang
h. Nama . Ainin Nadhifah
Umur : 30 Tahun
Posisi : Penerima manfaat kegiatan ekonomi Simpan

Pinjam Perempuan (SPP)
Jenis usaha : Pedagang kepiting
Alasan peneliti melakukan wawancara dengan informan adalah
karena informan merupakan penerima manfaat kegiatan ekonomi

Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

B. Deskripsi Data Penelitian
Setiap penelitian memiliki tujuan utama untuk mencari dan
menemukan jawaban atas permasalahan yang diteliti, dan salah satu tahap
penting dalam proses penelitian adalah kegiatan pengumpulan data di
lapangan sebagai bahan untuk mencari kesimpulan dari penelitian. Setelah

menemukan data, maka data dan fakta hasil pengamatan empiris disusun dan
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diolah lagi, kemudian ditarik makna dalam bentuk pernyataan atau
kesimpulan dari permasalahan yang diteliti.

Deskripsi data penelitian berikut adalah hasil dari proses
pengumpulan data di lapangan yang kemudian disajikan dalam bentuk tulisan
deskripsi atau pemaparan secara detail dan mendalam. Dalam deskripsi data
ini, peneliti memaparkan data diantaranya hasil dari observasi, wawancara
mendalam, studi pustaka mengenai kegiatan Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, dan dokumentasi
peneliti terhadap proses komunikasi pembangunan dalam pelaksanaan
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan
dan model komunikasi pembangunan melalui Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.

1. Proses Komunikasi Pembangunan dalam Pelaksanaan Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri
Perdesaan merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan
masyarakat yang digunakan dalam upaya mempercepat penanggulangan
kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan.
Program ini dilakukan untuk mendorong peningkatan kualitas hidup
kesejahteraan dan kemandirian masyarakat di perdesaan.
Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
(PNPM) Mandiri Perdesaan berada di bawah binaan Direktorat
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), serta Departemen Dalam

Negeri. Program ini didukung dengan pembiayaan yang berasal dari
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alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana hibah dari
sejumlah lembaga pemberi bantuan, dan pinjaman dari Bank Dunia.

Adapun jenis kegiatannya meliputi kegiatan sarana dan prasarana,
pelatihan, dan simpan pinjam perempuan. Banyak program Kkegiatan
sarana dan prasarana di desa Pangkah Kulon yang didanai oleh Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, seperti
pembangunan polindes, posyandu paud, perbaikan jalan, pengerasan
aspal, dan pembuatan saluran drainase. Seperti yang disampaikan oleh
Bapak Hanif selaku ketua Badan Kerjasama Antar Desa:

“Banyak program di Pangkah Kulon ini yang didanai oleh PNPM
seperti posyandu paud, polindes sebelahnya ini... (sambil
menunjuk ke arah polindes), kemudian aspal yang di depan rumah
sampean, terus yang di kalingapuri; kalingapuri itu pengerasan
jalan yaitu di kampungnya... ketua RT-nya pak Nur Syam, lore
kali (sebelah utaranya laut), got (selokan) itu juga, selokannya
PNPM. "

Pada kesempatan yang sama Bu Masbacha yang merupakan Kader
Peberdayaan Masyarakat Desa juga mengatakan bahwa:

“Di Pangkah Kulon itu dapat banyak mbak untuk kegiatan sarpras,
hampir setiap tahun itu dapat seperti pembangunan polindes,
poskedes yang di sebelahnya balai desa itu, terus posyandu paud,
pembangunan jalan utama, peninggian jalan pedel kalingapuri,
sama drainase.”*®

Beliau juga menambahkan:

“Kalo yang paving itu tahun 2000... 2013 kalo gak salah, kalo gak
2013 ya 2012. Tahun 2010 itu dapat dua posyandu paud sama
peninggian jalan pedel kalingapuri, terus 2011 itu polindes,
poskedes yang sebelahnya balai desa itu. Tahun 2012 itu yang

12 Hasil wawancara dengan Bapak Hanif pada 18 Mei 2016, pukul 10.00 WIB di balai
desa Pangkah Kulon

3 Hasil wawancara dengan Ibu Masbacha pada 18 Mei 2016, pukul 10.40 WIB di balai
desa Pangkah Kulon
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pavingisasi, terus 2013 itu kita gak dapat soalnya punya masalah
laporan LPJ akhirnya kita belum selesai, masalah polindes, kita kan
masih punya hutang sama pak kepala desa yang dulu 25 juta,
karena kan banyak perubahan. Temboknya itu, apa.. alas maksude
kelusutane iku (maksudnya alas tembok itu) gak boleh kelihatan.
Itu kan catnya sudah rangkap tiga masih kelihatan, jadi kita rubah
lagi. Jadi itu, gak selesainya itu kita gak punya... maksudnya kita
masih punya tunggakan sama punya hutang sama pak kepala desa
yang lama sebesar 25 juta. Makanya itu akhirnya laporan belum
selesai, jadi 2013 nya kita gak dapat sama sekali. Kalo yang 2014
itu drainase, terakhir itu drainase.”**

Menurut Ibu Masbacha di desa Pangkah Kulon hampir setiap tahun
mendapat bantuan dana pembangunan infrastruktur desa. Namun pada
tahun 2013, desa Pangkah Kulon tidak memperoleh bantuan dana
pembangunan dikarenakan laporan pertanggung jawaban (LPJ)
penggunaan dana polindes belum selesai. Hal ini disebabkan karena
banyak perubahan yang dilakukan dalam proses pembangunan polindes,
sehingga laporan pertanggung jawabannya pun tidak selesai pada waktu
yang telah ditentukan.

Hal senada juga diutarakan oleh Bapak Ahmad Ahzab. Menurut
Bapak Ahmad Ahzab selaku ketua RT di desa Pangkah Kulon
bahwasannya:

“Di desa Pangkah Kulon ini banyak program pembangunan yang

didanai oleh PNPM Mandiri. Untuk di wilayah RT ini saja dapat

dua pembangunan, yaitu perbaikan jalan sama pembuatan saluran
drainase. Dulu kan jalan di sini aspal dan kondisinya juga sudah
banyak yang rusak karena banyak dilewati oleh kendaraan. Selain
itu dengan adanya pembuatan saluran drainase juga sangat
bermanfaat buat warga sini. Kalo di sini dulu itu sering terjadi
banjir, karena selokannya kecil, dan gak ditutup makanya warga itu

banyak yang buang sampah ke selokan akhirnya salurannya itu
banyak yang tersumbat sampah jadi terjadi banjir. Namun

“ Ibid
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semenjak ada pembangunan saluran drainase pada tahun 2014 kalo
gak salah, ya lumayan hampir tidak pernah terjadi banjir lagi.”*®

Banyak manfaat yang diterima oleh masyarakat dalam kegiatan
sarana prasarana Yyang diselenggarakan oleh Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan diantaranya
masyarakat bisa melakukan aktivitas sehari-hari tanpa terganggu dengan
adanya jalan yang rusak serta tidak adanya rasa khawatir akan terjadinya
banjir lagi.

Dalam pembangunan infrastruktur desa para pelaku PNPM Mandiri
Perdesaan tidak serta merta langsung percaya begitu saja bahwa di desa
tersebut memerlukan bantuan dana pembangunan, mereka akan
melakukan survey dan melihat kondisi lokasi yang diajukan dalam
proposal pembangunan terlebih dahulu. Jika kondisinya memungkinkan
dan layak untuk dibangun maka pihak PNPM Mandiri Perdesaan akan
menyetujui proposal yang diajukan ke Unit Pelaksana Kegiatan (UPK).
Karena motto dari PNPM Mandiri Perdesaan adalah “Terarah dan
Terukur”. Seperti yang disampaikan oleh lbu Masbacha selaku Kader
Pemberdayaan Masyarakat Desa Pangkah Kulon:

“Setelah tersusun program pembangunan, nanti kita membuat

proposal mau membangun apa nanti Kita setor ke UPK. Tetapi

UPK juga gak percaya begitu saja, mereka juga akan melihat

kondisi lokasi yang diajukan dalam pembangunan tersebut. Kalo

memang kondisinya memungkinkan untuk dibangun ya nanti
mereka akan menyetujui proposal kita. Seperti jalan utama yang

ada di kampung Al Huda itu kan kondisinya memang banyak yang
rusak.”'®

!> Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Ahzab, pada 30 April 2016, pukul 16.00 WIB
di kediaman

'® Hasil wawancara dengan Ibu Masbacha pada 13 Juni 2016, pukul 10.30 WIB di
kediaman
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Begitupun dengan proses pembangunan, PNPM Mandiri Perdesaan
tidak langsung mendanai begitu saja, sistemnya adalah hutang dahulu.
Kalau proses pembangunannya sudah berjalan 30% baru mendapat dana
dari PNPM Mandiri Perdesaan. Karena pihak PNPM Mandiri Perdesaan
memerlukan bukti kalau desa tersebut memang benar-benar melakukan
pembangunan. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi penyelewengan
oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dalam penggunaan dana yang
diberikan.

“Nah dalam proses pembangunan tersebut PNPM gak langsung

mendanai begitu saja, jadi sistemnya Kita itu ngutang dulu. Kalo

proses pembangunannya sudah jalan 30% baru dikasih dana dari
sana. Karena mereka kan butuh bukti kalo desa ini memang bener-
bener melakukan pembangunan. Setelah itu, setelah pembangunan

selesai kita juga buat laporan, LPJ istilahnya ya? Laporan
petanggung jawaban.”"’

Selain kegiatan sarana dan prasarana, bentuk kegiatan yang
dilakukan dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
Mandiri Perdesaan meliputi kegiatan pelatihan pengembangan
keterampilan masyarakat, dan permodalan simpan pinjam untuk
kelompok perempuan (SPP).*®

Dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
(PNPM) Mandiri Perdesaan memerlukan keterlibatan dari berbagai pihak
terutama dari masyarakat sebagai pelaku pembangunan sekaligus
penerima manfaat pembangunan. Hal tersebut diperlukan untuk
menjamin keberhasilan suatu program pembangunan. Guna memperoleh

dukungan dan keterlibatan berbagai pihak tersebut diperlukan upaya-

7 1bid
'8 Hasil pengamatan peneliti
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upaya memberikan pemahaman mengenai kebijakan, pengertian, tujuan,
konsep, mekanisme dan hasil-hasil PNPM Mandiri Perdesaan melalui
kegiatan komunikasi dan sosialisasi yang efektif.

Oleh karena itu, disamping upaya untuk mengkomunikasikan
konsep dan program PNPM Mandiri Perdesaan, juga diperlukan langkah
komunikasi yang menyeluruh untuk memberikan pemahaman mengenai
PNPM Mandiri Perdesaan sebagai upaya menanggulangi kemiskinan
berbasis pemberdayaan masyarakat.

Tujuan komunikasi pembangunan dalam melaksanakan Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan adalah
agar masyarakat umum mengenal dan memahami PNPM Mandiri. Selain
itu, agar terwujud sikap kemandirian, kepedulian, kemitraan dan
partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan PNPM Mandiri
Perdesaan.

Pada awalnya masyarakat Ujungpangkah banyak yang tidak ikut
berpartisipasi dalam kegiatan Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan. Hal ini dikarenakan karena
masyarakat belum mengetahui apa itu Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan, serta dampaknya untuk
masyarakat itu baik atau tidak. Namun, seiring dengan adanya sosialisasi
(komunikasi pembangunan) yang diadakan di tingkat dusun, tingkat desa
maupun tingkat kecamatan, masyarakat banyak yang berpartisipasi dalam
kegiatan yang dilakukan oleh Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan. Seperti yang disampaikan oleh
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Bapak Hanifan selaku ketua Unit Pengelola Kegiatan kecamatan
Ujungpangkah:
“Pada awal 2009 sih masyarakat gak terlalu berpartisipasi dalam
PNPM, soalnya kan mereka belum tau apa itu PNPM. Karena
sering adanya sosialisasi di tingkat kecamatan dan di tingkat desa
akhirnya mereka mulai mengerti apa PNPM itu, karena pada waktu

itu juga ada kegiatan sarpras jadi mereka itu antusias, terutama
pada waktu ada asosiasi di kecamatan.”*

Menurut Bapak Hanifan masyarakat banyak yang berpartisipasi
dalam kegiatan yang dilakukan oleh Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dikarenakan ada kegiatan sarana
dan prasarana yang dirasakan menguntungkan bagi masyarakat, sehingga
masyarakat antusias dalam kegiatan tersebut.

Partisipasi masyarakat merupakan hal penting dalam pelaksanaan
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri
Perdesaan. Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
Mandiri Perdesaan, masyarakat dilibatkan secara aktif dalam setiap
kegiatan pembangunan di desanya. Mulai dari tahap perencanaan,
pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai
kebutuhan paling prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan
dan pelestariannya.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Hanif selaku ketua Badan
Kerjasama Antar Desa Ujungpangkah:

“Bentuk partisipasi masyarakat dalam PNPM mandiri meliputi
perencanaan, kemudian pelaksanaan. Dalam pelaksanaannya kita

19 Hasil wawancara dengan Bapak Hanifan pada 31 Mei 2016, pukul 11.00 WIB di kantor
UPK Ujungpangkah
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gak mengenal sistem sedel, gak mengenal. Jadi masyarakat sendiri
yang menentukan, kemudian pelestariannya juga.”?®

Jadi dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
Mandiri Perdesaan, partisipasi masyarakat menjadi hal yang sangat
penting dalam mencapai keberhasilan dan keberlanjutan program
pembangunan. Selain keterlibatan dalam kegiatan, partisipasi dalam
bentuk swadaya juga sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, seperti
dalam bentuk tenaga, dana, maupun material.

“Lah dari nilai total anggaran kalo itu diwujudkan suatu program
itu gak ketemu, maka swadaya masyarakat dalam bentuk tenaga
kerja dalam hal ini, seperti itu, jadi PNPM itu uniknya di situ.”*

Hal senada juga diutarakan oleh Ibu Masbacha selaku Kader
Pemberdayaan Masyarakat Desa Pangkah Kulon:

“Bentuk partisipasi masyarakat ya... masyarakat itu dilibatkan
misalkan kalo ada pembangunan ya swadaya masyarakat itu sangat
dibutuhkan, Misalnya untuk warga yang di sekitar rumahnya ada
pembangunan kita mintai bantuan tenaga kerjanya untuk turut
membantu pembangunan tersebut, kalo di sini kan banyak yang
jadi kuli bangunan sama kuli batu, nah masyarakat kan pasti
banyak yang bisa. Ya... di situlah bentuk partisipasi masyarakat
itu, kita medahulukan dari masyarakat dulu kalo memang gk ada ya
kita mendatangkan dari luar.”?

Hal ini juga dipertegas oleh Ibu Nur Ahlah selaku penerima
manfaat kegiatan sarana dan prasarana:
“Biasae (biasanya) kita itu dimintai bantuan untuk memberikan

makanan atau minuman pas waktu ada pembangunan jalan dulu,
terus... Bapak juga disuruh bantuin, kadang kalo ada uang ya

20 Hasil wawancara dengan Bapak Hanif pada 18 Mei 2016, pukul 10.00 WIB di balai
desa Pangkah Kulon

2! |bid

%2 Hasil wawancara dengan lbu Masbacha, pada 13 Juni 2016, pukul 10.30 WIB di
kediaman
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dimintai sumbangan uang, semen atau... seng liyoe seikhlase (yang
lainnya seikhlasnya).”?

Pada tahun 2009 — 2014 kegiatan komunikasi pembangunan
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri
Perdesaan sering dilakukan, hampir setiap tahun selalu ada penggalian
gagasan di tingkat dusun, musyawarah tingkat desa, dan musyawarah
tingkat kecamatan. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Hanif selaku
ketua Badan Kerjasama Antar Desa:

“Di1 awal tahun itu PNPM ada yang namanya musyawarah dusun,
itu namanya penggalian gagasan, di awali dengan penggalian
gagasan yang melibatkan masyarakat di dusunnya masing-masing.
Kemudian setelah suatu program sekecamatan itu terkumpul kita
ngadakan perankingan di kecamatan. Apakah dana yang ada itu
ngatasi dengan beberapa program itu, kalo tidak ngatasi berarti tiap
desa harus punya skala prioritas mana yang didanai.”?*

Hal ini dipertegas oleh Bapak Hanifan selaku ketua UPK
Ujungpangkah:

“Kalo dulu mulai awal tahun 2009 itu, kita kan selalu ada
kooordinasi dengan desa, kalau dulu kan ada sarprasnya, itu
biasanya kita ada musyawarah desa sosialisasi di desa tingkat desa,
musyawarah desa sosialisasi tingkat kecamatan.”

Beliau juga menambahkan bahwa:

“Kalo dulu sering, hampir tiap tahun mesti ada soalnya itukan
agenda tahunan. ada banyak kegiatan mbak, ada musyawarah
sosialisasi, ada musyawarah perencanaan, ada penggalian gagasan.
Dulu semua dilakukan, dulu kan di desa tidak mengenal itu, akhire
(akhirnya) kan mereka sekarang itu merasa ya terbantu, akhirnya
sekarang kan prosesnya hampir menyeluruh tergantung PNPM

% Hasil wawancara dengan lbu Nur Ahlah, pada 03 Juni 2016, pukul 16.00 WIB di
kediaman

2 Hasil wawancara dengan Bapak Hanif pada 18 Mei 2016, pukul 10.00 WIB di balai
desa Pangkah Kulon

% Hasil wawancara dengan Bapak Hanifan pada 31 Mei 2016, pukul 11.00 WIB di kantor
UPK Ujungpangkah
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semua, bahkan dana desa ini juga prosesnya harus ada penggalian
gagasan, harus adanya sosialisasi di sana.”*®

Dari uraian wawancara di atas dapat diketahui bahwa komunikasi
pembangunan dalam PNPM Mandiri Perdesaan diawali dengan
penggalian gagasan di tingkat dusun yang melibatkan masyarakat di
dusunnya masing-masing. Kemudian dilanjutkan dengan musyawarah di
tingkat desa. Apabila sudah terkumpul suatu program sekecamatan, maka
pihak PNPM Mandiri Perdesaan melakukan perankingan di kecamatan
sesuai dengan skala prioritas program mana yang layak didanai.

Namun setelah pasca program, yakni pada saat pemerintahan
Jokowi kegiatan sosialisasi (komunikasi pembangunan) dilakukan pada
saat rakor asosiasi di desa.

“Kalau sekarang kita selalu gunakan di rakor asosiasi, pada waktu
SPP ini kita selalu menyosialisasikan di koordinator rakor asosiasi.
Nanti di desa itu ada sendiri tiap kelompok, sekarang kan tinggal
simpan pinjam, nanti ada ketua pengurusnya yang nanti sosialisasi
apakah orang itu mau pinjam ataupun bantuan keuangan itu
kelompok.”?’

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Hanif selaku ketua Badan
Kerjasama Antar Desa Ujungpangkah:

“Kalau yang pasca program kita tidak ada, cuma rakor asosiasi aja,
yang pasca program ini ketika pengajuan peminjaman ke kantor,
berikutnya adalah kita follow up i dengan monitoring atau
investigasi dalam hal ini. Kita datang ke desa yang bersangkutan,
kalau misalnya Pangkah Kulon mengajukan, ya... calon
pemanfaatnya kita ajukan di balai desa. “Iniloh orang-orang yang
akan pinjam uang di PNPM” Kepala Desa juga datang. Yang dulu
ketika masih belum pasca program ya sering, musyawarah korcam
dan musyawarah desa itu sering.”*®

% |bid

7 Ibid

%8 Hasil wawancara dengan Bapak Hanif pada 18 Mei 2016, pukul 10.00 WIB di balai
desa Pangkah Kulon
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Beliau juga menambahkan bahwa:

“Tempatnya itu balai desa, karena PNPM ini basisnya desa, bukan

organisasi, bukan kelompok, apalagi pribadi tidak. Jadi kita ini

mengenal desa, bukan organisasi. Ketika program maupun apa,
kemudian kepala desanya itu tidak berkenan atau tidak
menangguhkan kita tidak melakukan.”?

Dilihat dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pada
saat pasca program kegiatan komunikasi pembangunan dilakukan pada
saat rakor asosiasi, yakni ketika pengajuan peminjaman ke UPK. Setelah
itu pelaku PNPM Mandiri Perdesaan melakukan monitoring dengan cara
mendatangi desa yang bersangkutan dan calon pemanfaatnya diajukan di
balai desa bahwa orang-orang ini akan pinjam uang di PNPM Mandiri.
Apabila kepala desanya tidak menangguhkan, maka pihak PNPM
Mandiri tidak akan melaksanakan.

Rakor asosiasi ini dilakukan tiap satu bulan sekali, yang bertempat
di desa-desa yang ada di kecamatan Ujungpangkah secara bergantian
berdasarkan kesepakatan antara ketua asosiasi dengan koordinator

kelompok SPP.

“Rakor asosiasi itu dilaksanakan satu kali tiap satu bulan,
tempatnya kita sesuaikan secara berurutan, kalo selesai Bolo, terus
Sekapuk, pokoknya berurutan gitu. Kita koordinasikan dengan
ketua asosiasi (sambil memeragakan) “Bu.. ini asosiasi mau tanggal
berapa?” nanti itu biasanya ... asosiasi akan rapat disini akan rapat
internal asosiasi dibahas tanggal segini, sesuai dengan kesepakatan,
bahwa asosiasi di desa ini, di balai desa ini.. Cuma waktunya diatur
asosiasi. kitakan nanti ngasih tau ke koordinator tanggal berapa,
nanti kita sesuaikan dengan agenda kita di bulan ini”*

Adapun kegiatan yang dilakukan dalam rakor asosiasi itu beragam,

sesuai dengan agenda yang telah disusun dalam rapat internal asosiasi,

% |bid
% Hasil wawancara dengan Bapak Hanifan pada 31 Mei 2016, pukul 11.00 WIB di kantor
UPK Ujungpangkah
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yang meliputi pelatihan keterampilan bagi para pengurus SPP, sharing

masalah usahanya, maupun keluhan masalah tunggakan.
“Waktu rapat asosiasi itu dibahas semua, keluhan, apakah itu
tunggakan, apakah itu hal lain tentang usahanya... kita kan tetap
mempromosikan usaha mereka, kita danai usaha mereka juga.
Saumpama ada pameran, kemarin kayak di Pangkah Kulon,
kemarin kan ada lomba, kita disuruh pak camat untuk
berpartisipasi. Ketika di Gresik ada pameran UMKM juga kita
berpartisipasi. Nah di sana kita akan mempromosikan usaha
mereka. Salah satu kelemahan mereka adalah masalah paking,
pakingnya kurang menarik, sehingga orang-orang kurang tertarik.
Maka dari itu kita membantu mereka dengan cara memberikan
contoh bagaimana cara mengemas yang baik sehingga produknya

bisa memiliki nilai lebih. Selain itu Kkita juga membantu
membuatkan label produk mereka juga.”31

Menurut Bapak Hanifan dalam rakor asosiasi itu dibahas semua
baik keluhan, tunggakan, maupun masalah usahanya. Kalau misalnya
dari anggota SPP ada yang mengalami kendala dalam usahanya, maka
pihak UPK akan membantu mereka dengan cara memberikan solusi
terbaik. Selain itu apabila ada pameran UMKM maka pihak PNPM juga
akan mengikutsertakan usaha kelompok SPP, di sana mereka akan
mempromosikan usaha ibu-ibu kelompok SPP. Namun dengan
kelemahan yang dimiliki oleh para anggota kelompok SPP dalam hal
packaging, yakni pakingnya kurang menarik maka mereka akan
membantu memberikan contoh cara mengemas yang baik, selain itu
mereka juga akan membantu membuatkan label usaha anggota kelompok
SPP juga.

Hal ini juga dipertegas oleh ibu Eliya Rosyidah selaku pengurus

kelompok Simpan Pinjam Perempuan:

%! Hasil wawancara dengan Bapak Hanifan pada 31 Mei 2016, pukul 11.00 WIB di kantor
UPK Ujungpangkah
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“Kalo di asosiasi, kan nanti diprogramkan, ini sekapuk pelatihan
buat sirup apa buat apa ya... ya pelatihan cuma lupa pelatihan buat
apa... eh- pelatihan buat manisan bulan juni, rencananya kan
tanggal 3 juni kemarin itu sebelum puasa, tapi diundur karena ada..
mau ada pembagian dana sosial dari surplus SPP 2015. Di Pangkah
Kulon cuma dapat 9 orang, karena 2013 kan kita memang gak
ngambil SPP, cuma ngambil satu proposal berjumlah 45 juta. Itu
yang dapat 9 orang kemarin, pas hari rabu ituloh puasa dapat 3 hari
pembagiannya. Berdasarkan, kemaren yang dikasih itu diutamakan
pemanfaat SPP yang RTM yang bayarnya lancar. Kalo memang
sudah mentok tidak ada di pemanfaat SPP itu, orang-orangnya
maksudnya gk ada, kalo gak ada kita ngambil orang luar, misalnya
para janda-janda miskin, para anak yatim. Terus di Pangkah Kulon
itu nanti tanggal 7 desember pelatihan membuat minuman dari
mangrove. Itu kan ada, kalo memang mentok gk ada ya nanti kita
ganti dengan minuman apa. Kalo memang bulannya itu pas bulan
agustus, kita juga ngadakan lomba. Ya khusus yang ikut ini.. ibu-
ibu pengurus SPP. Kemarin itu ada lomba tarik tambang ya ibu-ibu
yang ikut, lomba nyuwun tampah, kalo puasa gini ya paling buka
bersama.”*

Beliau juga menambahkan:

“Kadang itu membahas solusi, misalnya kita kayak curhat gitu,

gimana sih di-- apa masalah SPP itu kita kan banyak yang nggak

bayar, ada tunggakan segini-segini itu caranya gimana? Nanti UPK

yang ngasih solusinya. “Ibu bisanya kapan nanti saya bantu

mendatangi orang itu”, kadang cuma kumpul-kumpul sama teman-

teman kalo memang gak ada masalah ya cuma guyon-guyon

hehe.”*®

Menurut Ibu Eliya Rosyidah jenis kegiatan dalam rakor asosiasi itu
beda-beda setiap bulannya sesuai dengan yang diprogramkan oleh Unit
Pengelola Kegiatan (UPK). Adapun jenis kegiatan dalam rakor asosiasi
meliputi pelatihan, sharing mengenai masalah usahanya, maupun sesi
curhat masalah tunggakan pembayaran SPP. Selain itu banyak kegiatan

lain mengikuti momen Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) maupun

Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN). Misalnya pada saat peringatan

%2 Hasil wawancara dengan Ibu Eliya Rosyidah pada 10 Juni 2016, pukul 09.00 WIB di
kediaman
* bid
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agustusan biasanya diadakan lomba agustusan yang anggotanya terdiri
dari ibu-ibu pengurus SPP. Selain itu, pada saat bulan ramadhan
diadakan kegiatan buka bersama maupun pembagian dana sosial dari
dana laba surplus kepada pemanfaat SPP dari kalangan Rumah Tangga
Miskin (RTM) yang membayar tepat waktu. Kalau misalnya tidak ada
maka penerima dana sosial laba surplus SPP diambil dari orang luar,

misalnya para janda miskin, dan anak yatim.

Model Komunikasi Pembangunan melalui Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan
a. Model komunikasi pembangunan antara pelaku PNPM Mandiri
Perdesaan dengan perangkat desa
Dari awal masuknya Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di desa Pangkah Kulon,
perangkat desa memiliki peran penting dalam mensukseskan setiap
program kegiatan pembangunan yang diselenggarakan oleh PNPM
Mandiri Perdesaan. Karena perangkat desa merupakan perantara
antara pelaku PNPM Mandiri Perdesaan dengan masyarakat.
Perangkat desa bertugas menginformasikan tentang program
pembangunan yang dilaksanakan oleh PNPM Mandiri Perdesaan
serta mengumpulkan warga untuk melakukan musyawarah
pemilihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) yang
terdiri dari satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, sekaligus

melakukan pemilihan Tim Pengelola Kegiatan (TPK). Seperti yang
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disampaikan oleh Ibu Masbacha, yang merupakan Kader

Pemberdayaan Masyarakat Desa:
“Kemarin sebelum ada PNPM kan ada orang yang ke sini
ngasih surat ke Pak lurah, terus kemudian Pak lurah kan
disuruh untuk mengumpulkan orang-orang ada laki-laki ada
perempuan, nah saya kan diundang pada waktu itu pada
tahun 2009 waktu pak lurah Pak Santo, terus ada pemilihan.
Pemilihan KPMD dua orang, laki-laki sama perempuan terus
pemilihan ketua TPK, sekretaris TPK, sama bendahara TPK.

Kalo yang TPK itu yang menangani masalah
pembangunan.”®*

Adapun metode komunikasi pembangunan yang digunakan
pelaku PNPM Mandiri Perdesaan dalam mensosialisasikan Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan
dengan perangkat desa adalah melakukan musyawarah. Yaitu
dengan cara mengundang secara formal untuk mengadakan
Musyawarah Antar Desa (MAD) Sosialisasi di tingkat kecamatan.
Dalam pertemuan tersebut Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)
beserta Unit Pengelola Kegiatan (UPK) akan menyosialisasikan
tentang tujuan, kebijakan, prosedur maupun hal-hal lain yang
berkaitan dengan PNPM Mandiri Perdesaan untuk menentukan
kesepakatan antar desa dalam melaksanakan PNPM Mandiri
Perdesaan.

“Di awal tahun, kita bicara program kecamatan ya?... begitu

ada sinyal saya dipanggil ke kabupaten, “ini ujungpangkah

tahun ini anggarannya 3 milyar misalnya, lah informasi itu
Kita mengundang utusan desa yang berjumlah enam orang itu,

% Hasil wawancara dengan Ibu Masbacha pada 18 Mei 2016, pukul 10.40 WIB di balai
desa Pangkah Kulon
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kita mengundang ke kecamatan namanya Musyawarah Antar

Desa Sosialisasi (MAD) Sosialisasi*>.”

Setelah Bapak Hanif menjelaskan gambaran tentang proses
sosialisasi di tingkat kecamatan kemudian peneliti menanyakan
mengenai  prosedur pelaksanaan bagaimana alur sosialisasi
selanjutnya:

“Dari utusan desa itu kembali ke desanya masing-masing

untuk melakukan sosialisasi di tingkat desa, jadi bukan saya

lagi. Utusan desanya itu yang menyampaikan sosialisasi ke
desa.”®

Jadi setelah pelaku PNPM Mandiri melakukan musyawarah
antar desa sosialisasi dengan utusan desa, kemudian mereka
memberikan amanah kepada utusan desa untuk melakukan
sosialisasi di tingkat desa yang disertai dengan penggalian gagasan
yang melibatkan masyarakat di dusunnya masing-masing.

Setelah suatu program sekecamatan terkumpul kemudian
para pelaku PNPM Mandiri Perdesaan akan mengundang utusan
desa yang berjumlah enam orang untuk melakukan Musyawarah
Antar Desa (MAD). Pada kesempatan itu akan dilakukan
perankingan di kecamatan berdasarkan skala prioritas program mana
yang layak untuk didanai. Setelah dicapai mufakat, pelaku PNPM
Mandiri Perdesaan akan menginformasikan desa-desa yang akan

memperoleh dana kegiatan pembangunan.

¥ MAD Sosialisasi merupakan pertemuan antar desa untuk sosialisasi awal tentang
tujuan, prinsip, kebijakan, prosedur maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan PNPM
Mandiri Perdesaan serta untuk menentukan kesepakatan-kesepakatan antar desa dalam
melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan.

% Hasil wawancara dengan Bapak Hanif pada 18 Mei 2016, pukul 10.00 WIB di balai
desa Pangkah Kulon
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Sedangkan untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan
komunikasi pembangunan dilakukan pada saat rakor asosiasi di desa
yang bersangkutan. Dalam rakor asosiasi perangkat desa akan hadir
dan berperan sebagai pengambil keputusan apakah calon pemanfaat
tersebut berhak menerima pinjaman dana bergulir atau tidak.

“Kalau yang pasca program cuma rakor asosiasi aja, yang
pasca program ini ketika pengajuan peminjaman ke kantor,
berikutnya adalah kita follow up i dengan monitoring atau
investigasi dalam hal ini. Kita datang ke desa yang
bersangkutan, kalau misalnya Pangkah Kulon mengajukan,
ya... calon pemanfaatnya kita ajukan di balai desa. “iniloh
orang-orang yang akan pinjam uang di PNPM” kepala desa
juga datang. Ketika program maupun apa, kemudian kepala
desanya itu tidak berkenan atau tidak menangguhkan kita
tidak melakukan.”’

Hal yang sama juga diutarakan oleh Ibu Ainin Nadhifah
selaku penerima manfaat kegiatan ekonomi Simpan Pinjam
Perempuan:

“Biasanya mbak kalau kita mau pinjam uang di PNPM itu
Kita dapat SMS atau pemberitahuan disuruh hadir di balai
desa untuk verifikasi peminjaman dana bergulir, terus disana
itu ya kita mengajukan proposal sama dicantumin jenis
usahanya juga, seperti saya ini yang punya usaha jualan
kepiting sama modal buat beli obat-obatan praktik bidan,
ya... nanti ditulis di proposal itu. Kalo misalnya dana yang
diajukan sama jenis usahanya itu meyakinkan nanti proposal
kita disetujui. Di sana juga biasanya ada Pak kepala desa
juga, nanti Pak kepala desa juga yang meyetujui kalo kita
dapat pinjaman atau tidak.”%

Begitu juga dengan Bapak Hanifan, yang merupakan ketua

Unit Pengelola Kegiatan:

%" Hasil wawancara dengan Bapak Hanif pada 18 Mei 2016, pukul 10.00 WIB di balai
desa Pangkah Kulon

% Hasil wawancara dengan Ibu Ainin Nadhifah pada 03 Juni 2016, pukul 09.00 WIB di
kediaman
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“Kalau sekarang kita selalu gunakan di rakor asosiasi, kita
pada waktu SPP ini kita selalu menyosialisasikan di
koordinator rakor asosiasi. Nanti di desa itu ada sendiri tiap
kelompok, sekarang kan tinggal simpan pinjam, nanti ada
ketua pengurusnya yang nanti sosialisasi apakah orang itu
mau pinjam ataupun bantuan keuangan itu kelompok.”*°
Setelah Bapak Hanifan menjelaskan gambaran tentang proses
komunikasi dalam kegiatan simpan pinjam perempuan dengan
perangkat desa kemudian peneliti menanyakan mengenai prosedur
verifikasi pencairan dana pinjaman SPP:
“Ada dua sistem, pertama Kita.. tiap proposal itu kan harus
mengetahui kepala desa, tiap kita ada kegiatan desa, kegiatan
apapun, apakah itu verifikasi kita selalu ke desa dulu.
Verifikasi dengan kepala desa. Bahkan nanti kalo ada
tunggakan kita akan selalu berkoordinasi dengan kepala desa
dan juga dengan Pak Camat, tiap bulan sebenarnya kita

laporan ke Pak Camat, kita berkoordinasi dengan BKAD,
BKAD memberikan laporan ke pak camat.”*

Jadi dalam setiap program kegiatan PNPM Mandiri
Perdesaan baik pembangunan sarana dan prasarana maupun kegiatan
ekonomi Simpan Pinjam Perempuan para pelaku PNPM Mandiri
Perdesaan harus berkoordinasi dengan perangkat desa.

Ketika PNPM Mandiri Perdesaan mempunyai program
pembangunan, ada istilah “hibah tanah”. Hibah tanah merupakan
suatu lahan atau tanah yang dihibahkan suatu desa kepada PNPM
Mandiri Perdesaan. Tanah hibah tersebut kemudian digunakan
PNPM Mandiri Perdesaan untuk dilakukan pembangunan, namun
setelah selesai dibangun hibah tersebut akan dikembalikan lagi ke

desa sebagai aset desa. Proses pengembalian tersebut dilakukan pada

% Hasil wawancara dengan Bapak Hanifan pada 31 Mei 2016, pukul 11.00 WIB di kantor
UPK Ujungpangkah
“® Ibid
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saat Musyawarah Desa Serah Terima (MDST). Seperti yang
dijelaskan oleh Bapak Hanif yang merupakan ketua Badan
Kerjasama Antar Desa:

“Kemudian yang perlu sampean ketahui bahwa ketika PNPM
itu mempunyai program pembangunan itu ada istilahnya
hibah, “hibah tanah” lah itu yang harus sampean -catat.
Hibahnya itu dari desa ke PNPM. Lah... setelah hibah itu,
kemudian dibangun seperti ini, setelah selesai PNPM
mengembalikan lagi ke desa. Jadi uniknya di situ setelah
dihibahkan kemudian dikembalikan lagi menjadi aset desa.
Salah satu persyaratan pencairan anggaran ketika PNPM ada
salah satu titik pembangunan desa maka juga harus ada
namanya dulu. Kalau nggak ada itu gak bisa cair di bank. Lah
begitu kita bangunkan selesai kemudian ada MDST namanya.
MDST merupakan musyawarah desa serah terima. Itu dari
PNPM kepada kepala desa. Jadi setelah dihibahkan
dikembalikan lagi ke desa menjadi aset desa, dengan segala
macam bentuk pemeliharaannya. Jadi ketika MDST Kkita
sudah lepas, mau dibangun lagi, mau di cat mau apa ya
terse4r1ah desa, karena kita sudah mengembalikan lewat MDST
itu.”

b. Model komunikasi antara pelaku PNPM Mandiri Perdesaan dengan
penerima manfaat
Menjalin kedekatan dengan masyarakat merupakan upaya
yang harus dilakukan pelaku PNPM Mandiri Perdesaan agar setiap
langkah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan bisa diterima
oleh masyarakat. Komunikasi bisa terjadi dimana dan kapan saja,
termasuk proses komunikasi antara pelaku PNPM Mandiri Perdesaan
dengan penerima manfaat baik dalam bentuk formal maupun non
formal, menunjukkan suatu proses komunikasi pada umumnya.
Dimana ada komunikator, pesan dan adanya komunikan. pelaku

PNPM Mandiri Perdesaan sebagai komunikator, Program Nasional

*! Hasil wawancara dengan Bapak Hanif pada 18 Mei 2016, pukul 10.00 WIB di balai
desa Pangkah Kulon
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Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan sebagai
pesan dan masyarakat sebagai komunikan. Ini merupakan bentuk
sederhana dalam proses komunikasi.

Dalam PNPM Mandiri Perdesaan kekompakan dan
kesetaraan merupakan faktor penting dalam keberhasilan suatu
program. Karena dalam PNPM Mandiri Perdesaan tidak mengenal
perbedaan antara ketua maupun anggota, antara UPK maupun
KPMD. Status mereka adalah sama yakni sebagai subyek
pembangunan.

“Yang menarik dari PNPM itu kekompokannya, kekompakan

antara UPK sama KPMD itu tidak dibedakan, gak ada

perbedaan ini ketua, ini bendahara, ini anggota, nggak ada.”*?

Adapun proses komunikasi yang dilakukan oleh pelaku
PNPM Mandiri Perdesaan dengan penerima manfaat adalah pada
saat rakor asosiasi. Dalam rakor asosiasi itu mereka akan sharing
mengenai usahanya maupun keluhan masalah tunggakan. Setelah itu
Unit Pengelola Kegiatan akan memberikan solusi terbaik kepada
penerima manfaat.

“Waktu rapat asosiasi itu dibahas semua, keluhan, apakah itu

tunggakan, apakah itu hal lain tentang usahanya... kita kan

tetap mempromosikan usaha mereka, kita danai usaha mereka
juga. Saumpama ada pameran, kemarin kayak di Pangkah

Kulon, kemarin kan ada lomba, kita disuruh pak camat untuk

berpartisipasi. Ketika di Gresik ada pameran UMKM juga

Kita berpartisipasi. Nah di sana kita akan mempromosikan

usaha mereka. Salah satu kelemahan mereka adalah masalah

paking, pakingnya kurang menarik, sehingga orang-orang
kurang tertarik. Maka dari itu kita membantu mereka dengan

cara memberikan contoh bagaimana cara mengemas yang
baik sehingga produknya bisa memiliki nilai lebih. Selain itu

%2 Hasil wawancara dengan Ibu Masbacha pada 18 Mei 2016, pukul 10.40 WIB di balai
desa Pangkah Kulon
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kita juga membantu membuatkan label produk mereka
L
juga.

c. Model komunikasi antara perangkat desa dengan penerima manfaat

Pada dasarnya metode komunikasi pembangunan yang
digunakan  pelaku  PNPM  Mandiri  Perdesaan  dalam
mensosialisasikan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
(PNPM) Mandiri Perdesaan antara pelaku PNPM Mandiri Perdesaan
maupun perangkat desa dengan masyarakat adalah sama, yakni
dengan cara melakukan musyawarah.

Musyawarah merupakan salah satu cara yang ditempuh
kepala desa untuk mengetahui respon atau tanggapan langsung yang
diberikan masyarakat. Baik itu tanggapan negatif maupun tanggapan
positif. Selain itu musyawarah ini juga bertujuan meyakinkan dan
menyatukan pikiran. Hal ini dikarenakan pihak-pihak terpenting
yang mempunyai pengaruh besar dalam masyarakat harus
diutamakan terlebih dahulu. Dengan begitu proses sosialisasi yang
selanjutnya akan lebih mudah karena ada banyak pihak yang ikut
berperan serta dalam proses sosialisasi. Dalam musyawarah di
tingkat desa maupun di tingkat dusun masyarakat berkumpul saling
berpadu argumen, membicarakan rencana pembangunan untuk
dipecahkan bersama dan diharapkan tercapai suatu keputusan

terbaik.

*% Hasil wawancara dengan Bapak Hanifan pada 31 Mei 2016, pukul 11.00 WIB di kantor
UPK Ujungpangkah
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Melalui utusan desa, perangkat desa mengadakan
musyawarah desa sosialisasi. Yakni dengan cara mengundang
masyarakat beserta tokoh masyarakat secara formal.

“KPMD itu sebagai ujung tombak yang menghubungkan
antara UPK dengan masyarakat, jadi kalo ada apa-apa ya kita
itu dipanggil ke kecamatan. Nanti kita itu melakukan diskusi
dengan kepala desa beserta perangkatnya untuk
merencanakan pembangunan. Sekaligus menyusun tanggal
berapa kita mengundang tokoh masyarakat, RT/RW untuk
melakukan musyawarah.”**

Hal ini juga dibenarkan oleh Bapak Ahmad Ahzab selaku
ketua RT di desa Pangkah Kulon:

“Biasanya itu ketua RT, RW, maupun tokoh masyarakat itu

dapat undangan dari kepala desa untuk hadir di balai desa

untuk mengadakan musyawarah perencanaan pembangunan.

Nah musyawarah tersebut biasanya diadakan pada awal

tahun.”*

Interaksi komunikasi terjadi jika ada umpan balik dari
komunikan pada komunikator. Umpan balik memainkan peran yang
amat penting dalam komunikasi, dimana ia menentukan berlanjutnya
komunikasi atau berhentinya komunikasi yang dilancarkan oleh
komunikator. Umpan balik ini bisa bersifat positif dan bisa pula
bersifat negatif. Feedback positif adalah tanggapan atau respon dari
komunikan yang menyenangkan, sehingga komunikasi bisa berjalan
lancar. Sebaliknya feedback negatif adalah tanggapan dari

komunikan yang tidak menyenangkan, sehingga komunikator

enggan melanjutkan  komunikasinya. Maka penting bagi

** Hasil wawancara dengan Ibu Masbacha pada 18 Mei 2016, pukul 10.40 WIB di balai
desa Pangkah Kulon

** Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Ahzab, pada 30 April 2016, pukul 16.00 WIB
di kediaman
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komunikator untuk selalu memperhatikan umpan balik. Sehingga ia
bisa mengubah gaya komunikasinya dikala ia mengetahui bahwa
umpan balik yang diterima dari komunikan bersifat negative.

Umpan balik negatif jarang terjadi karena proses komunikasi
yang formal membahas pentingnya menjalankan program
pembangunan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat agar
terciptanya masyarakat mandiri dan terperdaya. Aparat desa
semaksimal mungkin agar tidak terjadi hambatan dalam komunikasi.

Bentuk dan proses kegiatan program-program dari PNPM
Mandiri Perdesaan di lakukan secara rinci berdasarkan keputusan
bersama antara PNPM Mandiri  Perdesaan serta MAD yang
bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan. Maka dalam proses
kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, masyarakat dan anggota PNPM
Mandiri Perdesaan ikut aktif dan berpartisipatif sehingga program
dapat terlaksana sesuai dengan fungsi, peran dan tujuan dari PNPM
Mandiri Perdesaan. Sehingga sasaran dari program dari PNPM

Mandiri Perdesaan yang sudah direncanakan dapat terlaksana.



